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BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN

Bertolak dari perumusa

yang dikemukakan pada bab-pa Inya, maka dapat ditarik kesimpulan,

sebagai berikut :

Undang-Undang

Kebijakan h
pelanggar

pidaha t Jf%lang o8

faatan uan Bada saa
i N

Kebijakan

Subyek Hukum adalah “or adén hukum/korporasi sebagaimana
diuraikan pada perumusan tindak pidana yang selalu diawali dengan kata-kata
“Setiap Orang ” yang menunjuk pada pengertian “orang”. Namun dalam pasal
74 ayat (1) ditegaskan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu

“korporasi”, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana
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yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan
pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

- Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif yakni pidana

pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana

2.  Prosfek kebijakaRiti
pelanggar pemanfag

Berdasarkan temuan penelitia tentang kebijakan hukum pidana tata ruang
pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
disimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut perlu untuk disempurnakan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
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- Definisi Tindak Pidana Tata Ruang perlu dirumuskan secara tegas dalam
undang-undang  sehingga tidak menimbulkan multi tafsir di dalam

implementasinya.

- Subjek hukum adalah orang perorangan , korporasi dan pejabat pemerintah

yang berwenang mengeluarkan ijin.Walaupun pengaturannya diatur dalam

secara kumulatif, namun

asaan kepada hakim dalam

-|‘~.,
L

dikatakan telahl m Iakl]_k;'ap apan korporasi dapat

dipertanggungjawa ‘ B C 5@4 pula dengan aturan khusus yang
n/. D : oy

? . . )
ditujukan kepadal \kor q:vefﬁengenal“”pﬁdgn pengganti denda yang tidak

. \ JAKARTA RAYA |
dibayar.

B. SARAN PENULIS

1.  Penulis mengusulkan definisi Tindak Pidana Tata Ruang,
adalahPerbuatan melawan hukum vyang dilakukan oleh orang
perseorangan dan/atau korporasi dan pejabat pemerintah yang
berwenang mengeluarkan ijin yang melakukan perbuatan-perbuatan
tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, tidak
memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, tidak

mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

Kebijakan Hukum..., Denny Zul, Pascasarjana 2016



161

pemanfaatan ruang, tidak memberikan akses terhadap kawasan yang
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai
milik umum dan atau akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan
perubahan fungsi ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta
benda atau kerusakan barang, mengakibatkan kematian orang.

Sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi

kerugia negara dengan
gian negara.“ berupa

atau sesuai dengan
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